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BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNCUTAN PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT MALUKU TENGAH, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal i ,  Pasal I2 ayat (3), 
Pesal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat {5), Pasal 19, Pusl 24 ayat (3), 
Pasal 25 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasa 28 ayat (2), Pasa! 29 ayat 
(4), Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Nomor 17 Tahun 2012 entang Pajak Hotel, pcrlu ditctapan 
dengan Peraturan Bupati, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Menirnbang a 

• 

Menginget I 

2 

4. 

5 

• 

Pemingutan Pajak Hotel, 

Undang-Undang Norr,or 60 Tahu 1958 tentang Penctapan Undang­ 
Undang Darurat NO 23 Tahun 19s7 tentang Pembentukan Daerah­ 
Dacrah Swatantra Tngkat II dalarr Wilayah Daerah Swatanura 
Tiegkat I Matuku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1957 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645); 
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286], 
Undang-Undang Noror 28 Tahun 2009 tentang Pajak Darrah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2009 Nomnor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
Undang-Undang Nonor 33 Tanun 20o tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemcrintahan Daerah [uembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

200 Nomnor 125, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 126); 



• 

• 

6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 
Noor 5049), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Noor 5234 

• 

• 

Menetapkan 

Undang-Undang Nomo; 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubti Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebageimana telah diubah beberape kali terakhir dengan Undang 
Undang Noror 9 Tahun 2015 ten;ang Perubahan Kedua Ats 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679]; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tenteng Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3137); 

0. Peraturan Pererintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Dara.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia 
Noor 4578], 

I1.  Peraturan Pemerirtah Nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan 
Umurn dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah (Lerbaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2016 Norr 24) 

12. Peraturan Menteri Dalam Ncgcni Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Huum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 Nomor 2036), 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 
2012 tensang Pajak Restoran (Lemberan Derah Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun 2012 Nomor 125) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPAT! 'TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

HOTEL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

8 

• Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 
Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tengah. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah 

3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah 
2 

• 



• 

Kepala Bad.an adalah Kcpala Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Maluku 

Tengah 

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas erentu di bidang 

pcrpajaKan daerah sesuai decngan pcraturan peruandang-undangan. 

6. Hotel adalah fasilitas penydia jasa pcngnapan/peristirahatan termasu 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencaup juga motel, 

losmen, guabuk pariwisata, wisma pariwisata, pesarggrahan, rumah 

pengmt~pan dan scjcnisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 

dan 10 (sepuluh) 

7 . P e n g s a h a  Hotel adalah perorargan arau Badan yang menyelen@garakan 

usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak 

lain yang menjadi tangungannya. 

8. Rumah kos adatah rurah yang penggunaanya scbagian atau seluruhnya 

dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima 

penghuni pemondokan dcngan mcmungut uang pemondokan 

9 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel 

10. Perungutan adalah suaru rangkaian kegiatan mulat dari pcnghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentan besarnya pajak yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya 

I. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang. 

2. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah, yang selanjutya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghiungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak dan/atau bukan harta dan kewajioan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah; 

13 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jum!ah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlab pajak yang masih hanas 

dibayar 

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat $KPDKBT, adalah surat ketetnpan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya engan jumlah kredit pajak atau pajak tdak terutang dan tidak 

ada kredit pajak 



15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang sclanjutaya disingkat 

SKDUB, adalah surat ketetapan pajak yang menentan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang 

7 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang setanjutya disingkat STD adalah surat 

untuk melakuKan tagihan pajak dan atau sanksi zdmmstrasi berupa 

bunga dan/atau denda 

18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat $SPD, adalab 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang tlah dlakukan dengan 

mnenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

dacrah mclalui tempat pcmbayaran yang diunjuk olch Kepala Daerah, 

19, Surat Kreputusan Pembeulan adala.h surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

dacrah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Teratang, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Darrah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 

Taghan Pajak Dacrah, Surat Keputusan Pembetutan, atau Surat 

Keputusan Keberatan. 

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 

pemotonan atau pemungutan oleh pihak ketga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak 

21  Putusan Banding ade!ah Purusan Badan Peradilan pajak atas banding 
• 

erhadap Surat Keputusan Kebcratan yang diajukan oleh wajib pajak 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau buku yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pereriksaan unsuk menguj 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dacrah dan/atau untk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan perpajakan daerah. 

23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untk mencarni serta 

n.engumpulkan bukt: yang dengan bukti itu membuat terang indak pidana 

di bidang perpajaan datrah yang terjadi serta menemukan tcrsangkanya 

d 



• 

BAB II 

PENDAFTARAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran 

Pasal 2 

I) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak Hotel dengan 

mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan isampaikan kepada Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lamoat 30 {tiga puluh) hari sebelum 

kegiatan usaha dirulai, kecuahi ditentukan lain 

(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ciambi/ 

sendiri di Badan Pendapatan Daerah 

(3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat I (satuj 

wajib diisi dengan benar, jclas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak 

dengan melampirkan 

a. Fotocopy identitas diri/ penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor); 

b. Fotocopy Akta Pend.rian Perusahaan bagi Badan Usaba; 

c. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha, 

d. Surat ljin Usaha dari instansi yang berwenang; 

e. Surat Kuasa apabila pemilik/ pengelola saha/penanggng jawab berhalangan 

dengan discrtai fotocopy KT, SIM, Paspor dari pemberi kuasa 

(4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaiamana dimaks ud pada ayat '3 (tiga) 

harus disampaikan kepada Kepala Dacrah atau Pe,abat yang ditunjuk paling 

lambat7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima 

(5) Wajib Pajak yang telah mendatarkan usahar.ya scbagairans dimasud pada 

ayat (I), Kepala Daerah menerbitkan 

n. Surat Pengukuhan Sebagai Wajib Pungut dengan sistem pemungutan pajak 

yang dikenakan, 

b. Kartu NPWPD, 

c Surat Pembenitahuan 

(6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat i l ) ,  maka Kcpala Dacrah atau Pcjabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD 

secaa yabatan. 

t7 Pemberitahuan Pemungutan sebagaimana dimasud pada ayat (5) huruf c wajib 

dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dihhat dan dibaca oleh 

pengunjung/tamu Hotel atau ditempat pembayaran kasir 
• 



• 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 3 

[ I )  Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi sPrep dengan benar, jelas den lengkap 

ditandatangani oleh wajib Pajak scrta mcnyampaikan kepada Kepata Badan 

(2) Serpp sebagaimana dimaksud pada aya (), diarnbil sendiri oleh Wajib Pajak di 

Badan Pendapatan Daerah 

(3) gprpp berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas 

penyediaan pelayanan hotel dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan 

ruangan dan jasa pengunjung lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

mer berikcan kemudahan dan kenyamanan 

(4 Penyampaian SPTpD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan paling lama 

IO (sepuluhj hari sctelah berakhirnya masa pajak 

(5) Apabila batas waktu pcnyampaian sprpp jatuh pada hari hibur, maka batas 

waktu penyampain SPTPD jatuah pad satu hari kerja berikutnya. 

(6) Penyarpaian SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat () harus disertai 

lampiran 

a. Dokomen berupa rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang berssngkutan, 

b. Rekapitulasi penggunaan bcrikut tindasan nota pembayaran (bill ata struk 

cash register, 

e. SSPD yang telah dilakukan tindasan 

(7] SPTpp dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak 

ebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan dilampirkan keterangan atau dokumen 

sc agairana dimakud pada ayat (6) 

( I )  Kcpala Daerah atau Pejabat yang itunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat 

mcmberikan pcrpanjangan wakta penyampaian SPTPD paling lama 7 (ujuh) hari 

kerja 

(2) Permohonan per panjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) diajukan secara tertuis disertai alasan yang jelas 

scbclum berakhirnya batas waktu pcnyamnpaian SPTPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (4) 

Pasa! 5 

( I )  Wajib Pajak dengan kernauan sendiri dapat membetulkan sppp yang telah 

hisampaikan, dcngan enyarpaikan surat purnyataan tcrtuhis «cpada Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jengka wakt 7 (tujuh) hari sesua 

6 



• 

bcrakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, scpanjang bclum dilakukan tindakan 

pementksaan 

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri STD sebagaimana dimaksud pada 

ayat () yang mengakibatkan utang pajak semakin besar, maka dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua persen) per bulan atas jurlah pajak 

kurang bayar dihitung scjak berakhirnya penyampaian SPTPD sampai engan 

anggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTD 

BAB II 

TATA CARA PENGHITUNG PAJAK 

Pasal 6 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen] 

Pa±al 7 

(1) Pajak Hotel dihitung untuk sctiap nota pembayaran (bill yang dikeluarkan oleh 

Wajib Pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu hotel 

(2) Penghitungan Pajak Hotel sebagqmana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan 

dengan cara; 

Sewa kamar 

Sewa ruangan pertemuan 
• Loundry 

Telepon/fax 

Pub /Kar /Discotik 

Taxi 

Service 15% 

Jumlah scbeluam Pajak 

Pajak Hotel 10% 

Jumlah yang dibayar konsumen 

1.000 000 00 

500 000.00 

50 000.0O 

150.000.00 

50.000.00 

60.000 00 

201 000 00 

2.541 000.00 

254 100.00 

2.795 100 00 

• 

• 

Hasil penjumlahan scbesar Rp 2. 5 4 1. 0 0 0, -  (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu 

rupah) sebagaimana dimaksud pat'a ayat (2) alala mncrupakan dasar pengenaan 

pajak 

3AB IV 

FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI OLEH BUKAN TAMU HOTEL 

Pasal8 

(l Penjualan fasilitas hotel antara lam pclayanan restoran, jasa boga/katering, caf¢ 

dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fimes center, salon 

kccantikan, spa/massage dan scjenisnya, kolam renang, golf, tcknis kepada 

7 



• 

• 

• 

bukan tamu Hotel dan/atau kepada masyarakat umum, wajib didaftarkan oleh 

waji Pajak kepada Kepala Daerah atu Pejabat yang ditunjuk 

[2) Atas penjualan iasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  dikenakan 

pajak sesuai ketentuan Peraturap Daerah yang berlku, yakni 

a. Fasilitas rcstoran, jasa boga/katering, caf dan sejenisnya ikenakan pungutan 

pajak restoran, 

b. Fasilitas hiburan berupa karoeke, <hiskotik, pub, bar, pusat kebugaran, salon 

kecantikan, spa/ massage dan sejenisnya kolam renang, golf, tenis dikenakan 

pajak hiburan; 

c. Fasilitas parkir dikenakan pajak parkir, 

(3) Apabila Wajib Pajak Hotel tidak mendaftarkan fasilitas hotel sebagaimana 

diraaksud pada ayat (l) dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh 

hima pcrsen) dari jumlah pajak terutang yang disetorkan terakhir 

BAB V 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kcsat 

Penetapan 

Pasal 

!) Pajak hotel dipungut dengan sistem Self Assessment yang memberikan 
kepercayaan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri pajak terutang kepada Kepala Daerah. 

(2) Wajib Pajak dalam menghituang, rnemperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang scbagaimana imaksud pada ayat (l, mnenggunakan 

5PTPD 

Pasal 10 

( I )  Dalam jangka wakta 5 (lima} Tahun scsudah snat terutangnya pajak Kepala 

Dacrah atau Pcjabat yang tunjuk dapat menerbitkan 

a SKPDKB dalam hal 

l Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, paya yang 

tcrutang tidak atau kurang dibayar, 

2. Apabila STD tidak disampakan kepada Kepala Daerah dalam jangka 

waktu 15 (imabelas) hari setelah diterima dan setelah ditegur secara tertulis 

kcwajiban mcngisi SPTPD idak dipcnuhi, pajak yang tcrutang dihitung 

secara jabatan 

3. SKPDKBT, apabila ditemukan data bara dan/data yang semula belum 

tcrungkap yang menyebabkan pcnambahan jumlah pajak yang erutang; 



.SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 

kredit pajak atau pajak tiak terutang dan tidak ada kredit pajak 

(2) Jumah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB scbagaimana dimaksud 
pada ayat (), huruf a angka l dan angka 2, dilenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persenj per bulan dihitung dari pajak yang kurang 

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuhuh crpat) 

butan dihitung sejak terutang pajak sampai dengan diterbitkanya SKPDKB 

(3] Jumlah pajak yang erutang dalam SKPDKB sebagaimans dimaksud pada ayat () 

hurufa angka 3 ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi 

berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh Lima persen) per bulan dihitung 

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 

24 \dua puluh empat) bulan dihitung scjak saat tcrutangnya pajak sarpai dcngan 

diterbitkanya SKPDKB. 

( Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKET sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 

oajak scbcsar 100% (seratuas persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut 

(S) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak dikenakan apabila Wajib 

Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang tertanu sebelum dilakukan 

indaan pemeriksaan, 

(6) KPDKBT sebagaimnana dimaksud pada ayat (4) dak dapat diterbitan sebelum 

didahului dengan penerbitan SKDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3] 

(7) SKPDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (+) dapat diterbikan bih dari 

[satu) kali untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang sama sepanjao ditemukan 

agi data yang beium terungkap yang menyebakan penambahan jumlah pajak 

terutang 

Asal I I  

I) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (3) adaah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan olch Kepala Daerah 

atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang 

dimiliki Pemerin:ah Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

2) Penetapan pajak secara jabatan sebagairana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan apabila 

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pombukuan dan pencatatan omzet 

usahanya, 

b. Wajib Pajak menyeienggarkan pembuktan can pencatatan tetapi tidak lengkap 

dan/atau tidak benar, 

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukan pembukuan dan/atau menolak untuk 

dipetiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan 

pemeriksaan, 



• 

d. Wajib Pajak tidak menggunakan nota pembayaran {bill yang berseri dan 

bernomor rut dan/atau, 

e. Wab Pajak yang wanb melegahsas rota pembayaran (bill tidak 

melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang 

ditunjuk 

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksaan telah 

melakukan prosecdur pemneriksaan sesuti keentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku. 

(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data orzet yang diperoleh 

mclahi salah satu atau lebih dari 3 (tga) cara/metode pemeriksaan dengan 

raha pan prioritas sebagai berikut 

a. Berdasarkan hasil opname kas; 

b. Berdhsarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak, 

Berdasarkan data pembandmg 

(5] Pemeriksaan hasil opname kas scbagaimaoa dimaksud pada aya (4) huruf a 

dilakukan sesuai prosedur yang lazim dilakuan sckurang-urangnya scoanyak 3 

(tiga) kali kunjungan dengan wakt dan hari yang berbeda. 

(6] Hasil opname kas sebagairmana diraksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai 

omzet per hari yang merupakan nilai rata·rata dari keseluruhan penerimaan kas 

menurut hasil kas opname tersebut 

7 Pemeriksaan berdasarkan hasil berdasarkan pengamatan iangsung dokasi 

tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 

dilakukan dengan tindakan penungguan sckurang-kurangnya sebanyak 10 

tspuluh) kali sesuai jamn operasi bark secara terus menerus maupun berselang. 

(8 Derdasarkan hasil pengamatan langsung scagaimana dimaksud pada ayat (7), 

omet! penerimaan ditaksir dan ch»hung berdaosarkan catarata jumlah 

pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan 

perorangan/pengunjung dcngan daftar menu yang ada pada Wajib Pajak 

(9] Pemeriksaan berdasarkan data pembard ing sebagaimana dimaksud pada ayat (+) 

huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak 

dengan kondisi usaha yang Stjenis atau sekclas antara lain dari fasihitas, 

apasitas, klasiflkasi lokasi usaha dan lain-lain secara profesional atau kondisi 

usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan 

sebelumnnya 
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Bagian Kcdua 

Pembayaran 

Pasal 12 

( I )  Peebayaran pajak terutang harus dilakukan sekabgus dan lunas di Kas Daerah 

mclalui Bendahara Penerimaan Dadan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang 

ditunjuk, paling lambat 10 (scpuluh) hari setelah berkahirnya Masa Pajak, dengan 

menggunakan $9PD 

(2} Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari Libur, maka batas waktu 

pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya 

(3) Apabila pembayaran Masa Pajak terutang ilakukan setelah jatuh tempo 

pembayaran sebagaimana dimaksd pada ayat [I), dikenakan sanksi administrasi 

becrupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per Dulan untuak jangka 

waktu paling lama 2 {dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPp 

Pasal 13 

(I) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajb dilunasi dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. 

(2) Pajak terutang dalarm SKPDBT dan STPD yang tidak stau kurang dibayar setelah 

jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat {) dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua persen) 

Pasa1 1 

Terhadap upaha hotel yang dlakukan atas nama at@u tanggungnan bcbcrapa orang 

atau badan ata lebih I {satu] orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, 

masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab 

atas pembayaran pajaknya 

Pasal 15 

(I) Dalam hal pcmbayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjng/tamu kepada Wajib 

Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga 

penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajib pada saat itu 

(2] Marga pasar yang wajar adalah harga pasar yang bcrlaku juga wntuk Subjck 

Pajak ata pengunjung/tamu lainnya pada saat itu ditempat hotel yang 

bersangkutan 

(3] Hbungan istimewa dianggap ada, apabila 

a. Orang pribadi atau badan pengusaha hotel baik tangsung atau tidak langsung 

berada dibawah perilikan aiau perguasaan orang pribadi atau baan yan 

sama, 

b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh 

bma persen) atau lebih dari jumlah modal pada pcngusaha hotel yang 

bersangkutan 
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Bagian Kcuga 

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

Pasal 16 

(I) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak seteleh 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapet memberikan persetujuan untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDK, 

SKPDKBT dan STPD dengan dikenakan bungo sebesar 2% (dua persen} per bulan 

2) Tatacara pembayaran antgsuran dan penundaan pembayaran pajak tcrutang 

iakuan sebagai berikuat: 

a. Wajib Paja yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun 

menunda pembayaran pa;ak harus mnengajuan permohonan sccara tertutis 

kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan discrtai alasan 

yang jelas dan melampirkan fotccopy pajak terutang dalam SKPDKB, 

SKPDKBT dan STPD yang diajukan permohonannya 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf harus sudah diterima 

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (ujuhy hari sebelurm 

jatu.h tempo pembayaran yang dilakukan; 

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian 

utans p@yak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan atau 

alasen-alasan yang menduktung diajukannya permohonan; 

d ermohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran 

yang disctujui Kcpala Dacrah atau Pcjabat yang ditunjuk ditangkan dalam 

Surat Keputusan, baik keputusan pembayaran secara angsuran maupun 

penundaan pembayaran, yang bar dikclarkan setelah teriebih dahulu 

mendapat telaahan dari Kepala Badan Pendapatan 

e. Persetujuan terhadap angsuran pajak ebagaimana dimoksud pada huruf d 

hinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian 

f. Pembayaran angsuran dibenikan paling lama D (lima) kahi angsuran dalam 

jangka waktu S(lira) bulan. 

Pasal I7 

(I) Kepala Daerah aau Pejabat yang ditujukan dapat mcnerbitkan Surat Tagihan 

Pajak Daerah (STPD] apabila 

a, Pajak hotel dalam tahun perjalanan tidak atau kurang ibayar, 

• Dari hasil penelit.a SPPp terdapat kekurangan pcmbayaran sebagai akibat 

salah tuhis dan/atau salab hitung 

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga 
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(2) Jumlah kckurangan pajak yang terutang da)am STPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) hurut a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 24 (dua persen) per bulan untuk paling tama 15 (ma belas] bulan 

scjak terutangnya pajak 

(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setetah jatuh tempo pembayaran atau 

tcrlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (ua 

persen) per bulan dan ditagih dengan STPD 

Pasa! 18 

() Penagihan pajal dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SK9DB, 

SKPDKBT an STPD, Surat Keputusan Pembetatan, Surat Keputusan Keberatan 

dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran 

(2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar 

setelah jatuh tempo pembayaran, diatr scbagai berikut 

a. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditnjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 

7[tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejnis kepada Wajib Pajak setelah 

berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercarum dalam Surat 

Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, sezta Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran, 

b. Kepala Daerah selaku Pejabat menerbitkan Sura aksa dan Surat Paksa 

erscbut dibcritahukan olech Jurusita Pajak kepada Wajrb Pajak atau 

penanggung pajak dalam wakt paling singkat 21 (dua puluh satu) hari 

setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Brita Aara 

Pemberitahuan Surat Paksa, 

c. Kcpala Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanaan 

Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan etas barang-barang 

milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 224 (dus kali dua puluh 

empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitabuan Surat Paksa oleh Kepala 

Daerah dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan, 

d. Kepala Daerah menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak 

menyampaikanya kepada Wajib Pajak apabila 

Wajib Pajak atau penanggung pajak telah melunasi urang Pajak dan biaya 

penagihan Pajak; 

2. Berdasarkan purusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; 

3. Ditetpkan lain dengan Keputusan Bupat 
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e. Kcpala Daerah atau Pejabat yang itunjuk dalam waktu paling singkat 14 

empat belas] hari mengumumkan penjuzlan secara lelang atas barang-barang 

milik Wajib Pajak yang telah disita melahui med.a massa, 

f Kepala Dacrah mcnerbitkan Surat keseupatan tcrakhir untuk melunasi utang 

pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya 

kepada Wajib Pajak diantare wakt sebagaimana tersobut pada huruf c 

sampai dengan waktu sebagaimana tersebut pada huruf g; 

g Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk, melaksanakan penjualan secara 

lelang atas barang-barang milk Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN] dalam waktu paling singkat I4 (empat 

belasj hari sete!ah pengumuman lehang; 

h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak 

dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan Putusan Pengadilan atau 

Putusan Pengadilan Pajak atau objek ielang msnah 

(3) Ketnttan melalui pclaksanaan penagiban pajak dengan Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf b sampai dengan h, diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhaku. 

) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mcngakibatkan penundaan 

pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa. 

(5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan 

penundaan hake Wajib Pajak mengajukan kcberatan pajak dan mengajukan 

pembetulan, pcngurangan ketetapan dan penghapusan atau pc:gurangan sanksi 

at.rm0stras 

Pasal I9 

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo 

pembayaran sebagaimans dimaloud dalamn Pasal I8 ayat(] apabila ; 

a. Wajib Pajak akan meninggalkan wilayah Kebupaten Maluku Tengah untuk 

elama-lamanya atau berniat ntuk itu; 

b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka 

menghentikan atau mcngecilkan kegiatan perusahaan, atau pckcrjaan yang 

dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah; 

¢ Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya 

atau menggabungkan usahanya ata oemekarkar 

nemindahtangankan pr:usahaan yang initki atau iuasaiya atau melakukan 

peruahan benauk lanya, 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pererintah Dacrab; 

e. Terjadinya penyitaan atas barang Wajib Pajak olch pihak ketiga atau terdapat 

tanda-tanda kepailitan. 



DAB Vil 

NOTA PEMBAYARAN [BILL) DAN CASH REGISTER 

Pasal 20 

f l )  Setap Way Pajak hotel dalam mnencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas 

pe.ayansn hotel, wajib menggunakan nota pembayaran (bit yang telah 

iporporasi Pererinta Kaoupaten Maluku Tengah 

2) Nota Pembayaran (bill scbagaimana dimaksud pads ayat (I) dapat 

dibuat'dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan atau 

Badan Pendapatan Daerah. 

(3] Nota Pembayaran (bitt yang pengadaannya dibuat atau dicetak sendiri ateh Wajib 

Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih 

dahulu diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah 

() Wajib Pajak yang menggunakan Nota Pembayaran (bill yang tidak diporporasi 

oleh Badan Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 

se'besar 2% (dua persenj dani dasar pengenaan payak 

Pasal 21 

(l) Tata cara penggunaan Nota Pembayaran (bill diatur sebagai berikut 

n Nota Pembayaran (bill dibuat sekurang-urangnya rangkap 3 (tiga) dengan 
warna berbcda dan hars memuat 

1. Tentang perakaian fasilitas penunjang dan/atau; 

2 Penyerahan pesanan makanan dar/atau minuman termasuk juga 

tambahannya; 

3. Nomor urut catatan dan seri; 
4 . N am a  dan alamat usaha, 
5. Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (ienis) an jumlah harga 

jual; 

6. Judah pajak hotel yang harus dipungut 

b. Nota Pembayaran (bill barus diguoakan secara berurutan dimlai dnri nomor 

bill terkecii dan seri hurut menurut alphabet, 

c. Nota Pembayaran (bill harus discrahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib 

Pajak mengajukan jumlah yang narus dibayar oleh Subjek Pajak atau 

lonsumen, 

d. Nota Pembayaran (bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, 

dscrahkan 

Lembat esatu,untuk Subjek Pajak a.au onsumen, 

2 Lembar kecua, untuk Badan Pendaoatan Daerah dan, 

3. Lembaran kctiga, untuk Wajib Pajak ya.g bersangk utan 



• 

• 

Pasal 22 

(l) Untuk menampunit perkembangan teknotogi perekaman date transaksi usaha, 

Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan ompurer atau mess cas register 

dengan terlebih dahulu engajukan permohnan secara tertulis kepada Kepala 

Daerah untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi Nota 

pemnbayaran (bill. 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak 

permohonan Wajib Pajak sebagimana dimaksud pada ayat [1), secara tertulis 

bcrdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat keputusan 

wajib Pajak, intensitas pelayanan ransaks sahannya an kapastas serta 

kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register 

(3) Dalam hal Kepala Daerah menyeujui permohonan Wajib Pajak scbagaimana 

dimaksud pada ayat (I), Wajib Pajak wajb 

a. Hasil Transaksi penerima atas penggnaan komputcr atau mesin cash register 

secara berkala dengan melampirkan pmnt out hasi] transaksi pad waktu 

menyampaikan SPTPD epada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; 

b. Menghubungkan perangkat komnputer atau mesin cash register digunakan 

dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sister informasi 

pemerintah Kabupaten Maluku Tengah secars online apabila dipehukan. 

Pasal 23 

(I ]  Nota pembayaran (bith, baik yan tertulis tau dicetak menggunakan komputer 

mnaupun mesin cash register, sebagai bukt transak si/penerimaan pembayaran 

harus mencantumkan tarif pajak sehesar 10% (sepuhuh persen) 

2] Apabila dalam Nota pembayaran [bit yang ibuat/di cetak oleh Wajib Pajak tidak 

mnencantumkan tarif Pajak 10% (sepuluh persen) maka harga sudah termasuk 

pajak yang tcrutang 

BAB VII 

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatuan 

Pembukuan 

Pasal 24 

I) Wajib Fajak wajib menyelenggaraan pembukuon sesuai dengan standar akutans 

cuangan Indonesia ata prinsip pembukuan yang berioku secara run 

2} Pencatatan scbagaimana dimaksud pada aya' f l )  disclenggarakan dengan sebaik­ 

baiknya dan harus mencerminkan keacaan atau kegiatan usaha sebenarnya 



(3) Pembukuan dan pencatalan serta doumen lain yang berhubungan dengan 

kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama S (lira) 
tahur 

Pasal 25 

ft cara Wajib Pajak menyelenggarakan percatatan aus sctiap transaksi penerimaan 

pembayaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adatah sebagai berikut 

a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya 

secara lehgkap dan benar; 

b. Pencatatan disclcnggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu, 

c. Apabila Wajib Pajak memiliki iebih dari 1 (satu) unit usaha, makxa pencatatan 

dilakukan secar terpisah, 

d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitangan pajak 

berupa Not Pembayaran {bill atau dokumen lainnya 

Bagian Kedua 

emeriksaan 

Pasal 26 

(I) Kepala Darrah atau Pejabat yang ditunjuk, menunjuk Petugas melakukan 

pemeriksaan untuak menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Dacrah tentang Pajak Hotel 

(2) Untuk kopcrluan pcmcriksaan, Petugas Pemriksa harus lengkapi dengan 

Tanda Pergenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeniksaan serta 

mnemperhihatkan kepada Wajib Pajak yang diperilea 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa; 

• Memperlihatkan dan atau meminjarkan buu tau catatan dokumen yang 

mnenjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang; 

b. Memberikan kesempatan untuk mnemasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perla dan memberi bantuan gunu kclancaran pcmcriksaan, 

• Memberi kesempatan kepada pctugas untuk melaukan pemeriksaan kas (kas 

opname), Stok Nota pembayaran (bill maupun mesin cash register yang ada 

pada penyetenggara; 

d. Memberikan data potensi dan kcterangan yang iperlukan sccara bena, 

lengkap dan jetas. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak mememuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3 yang menycbabkan Petugas menemui kesulitan dalam 

cnghitung nilai peredaran maka untuak pengenaan besarnya pajak terutang 

dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan 

yang tertinggr alam J (satu) Tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi 
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administrasi berupa kenaikan sebetsar (cmpat kati jum#ah pajak terurang yang 

seharusnya dibayar 

(5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat diusahakan oleh Petugas Pemeniksa untuk ditctapkan secara jabatan 

(6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Hadan Pendapatan 

dengan persetujuan Kepala Daerah dapat menunyuk Konsultan Pajak atau 

Auditor untu mendampingi Petugas Pemeriksa Pajak 

(7) Utuk kepentingan pengamanan Petugas Pemeriksa Pajak, Badan Pendapatan 

aerah dapat merminta bantan pengamanan dari Badan Penegak Hukum atau 

ostansi terkait lainnya sesuai dengan ketentan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(8) Apabla dalamn pengungkapan pembakuan, pencatatan atau doumen serta 

keterangan yang iminta, Wajib Pajak crkait olch suain kewajiban untuk 

mrahasiakan itu ditiaakan oleh permintaan untuk eperluan pemeniksaan 

Bagian Ketigo 

Pengawasan 

Pasal 27 

( I )  Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak hotel, Wajib Pajak 

bcrkcwajiban mclaporkan epada Kcpala Dacrah atau Pejaat yang ditunju 

paling lambat I (sat) hari kerja sebelum menyelenggarakan kegiatan insidentil di 

hotel 

[2] Untuk kcpcrluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Daerah berwcoaog menunjuk 

Petugas Pengawas yang lengkapi surat gas dan/atau peralatan (equipment) 

baik sistem manual dan atau sistem online (komputerisasij di hotel 

(3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak 

ebagaimana dimaksud pads ayat (2] dilakukan dengan cara mengbubungkan 

mesin koroputer yang dimitiki Wajib Pajak yang dipcrgunakan sebagai sarana 

transaksi penerimaan dcngan komputer mihik pemerintah kabupaten Mauku 

Tengah melalui Sistem Jaringan Informasi Badan Pendaparan Daerah secara 

online 

Pasal 28 

(l %  Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 27 ayat (2) berfungsi 

scbagai alat ontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pcngadnan peralatan 

tersebut menjadi kewajiban pemerintah Daer ah 

[ Wajib Pajak harus rueruchara peralatan (equipment) sebogaimana dimaksuad 

dalam Pasat 27 ayat [2) dan tidak mengubah program yang ditentuakan oleh 

Badan Pendapatan Daerah 
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(3) Pencmpatan Petugas Pengawas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), 

dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan 

penghitungan ata omzet penjualan dengan batas wakt tertentu dan/atau 

dengan pertmbangan-pertmbangan teknis tertentu 

(4) Setelah dilakukan pcrgawasan dcngan bats waktu tertentu yang dietapkan oleh 

Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk, maka Wajib Pajak oerkewajiban 

untuk mengisi dan menandatangan· Berita Acara Hasil Pengawasen 

(5} Apabila terjadi penolekan Wajib Pajak atas penampatan peralatan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan 

Penolakan Pemasangan Komputer dan Line Telepon oleh Wajib Pajak. 

(6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang 

dilakukan olch Wajib Pajak, Pctugas Pemeriksa Pererintah Daerah akan 

melaksanakan penghitungan kembahi atas pajak terutang yang disctor tertinggi 

dalamn Masa Pajak beryalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 

sebesar 2 {dua] kali jumlah pajak yang tlah disetor terakhir 

BAB IX 

KEBE'TAN, KERINGANAN PEMBEBASAN PAJAK DAN BANDING 

Bagian Kesatu 

Keberatan 

Pasal 29 

Wajib Pajak dapat mcngajukan kcberatan kepada Kcpala Dacrah atau Pcjabat yang 

ditunjuk atas suatu, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau SPTPD atas Pajak 

Hotel 

Pasal 30 
• 

( I )  Peryelesaian keberatan atas Surat Kete:apan Pajak sebagairona dimaksud dalam 

Pasal 29, dilaksanakan olch Kepala Dacrah tau Pejabat yang ditunjuk sesuai 

dengan batas kewenangannya 

[) Permohonan keberatan yang ajukan Wajib Pajak harus mememuhi persyaratan 

scbagai bcrikut . 

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan diserta 

lasan-alasan yang jelas; 

b. Dalam hal Wajib Pajak mcngajukan keberatan atas ketetapan pajak secara 

jabatan, Wajib Pajak hars dapat membuktikan kctidakbenaran ketetapan 

pajak tersebut; 

Surat permahonan keberatan ditandatangami oleh Wajib Pajak an dalam al 

pcrmohoran kcbcratan dikuasakan upocn pihak lain harus dengan 

melampirkan surat kuasa, 



d Surot permohonan keberatan harus diajukan untuk sat Surat Ketctapan 

Pajak dan untuk satu Masa Pajak atau Tahun Pajak dengan melampirkan 

fotocopimnya, 

e Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 [tiga} 

bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kccuahi apab»la 

Wajib Pajak apat menuniukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat 

dipemuhi karena diluar kekuasaannya 

(3) Wajib Pajak yang mclaksanakan pungutan Pajak 10% (sepuluh persenj tidak 

dapat «iberikan keringanan pajak 

Pasat 31 

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat [2), tidak dianggap sebaga pengajuan keberatan sehingga 

idak dipertirbangkan, 

t2) Dalam ha) pengajuan keberatan yang oclum memenuhi persyaratan tetapi masih 

dalam jangka waktu sebagairmana cimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, 

Kpala Badan dapat meminta Wajib Pajak mclengkapi pcrsyaratan tersebut 

Pasa 32 

Pengajuan keberatan tidak menunca kewajiban membayar pajak ian pelaksanaar 
> 

per agihan pajak sesuai ketentuan peraturan permdang-undangan yang berlaku. 

Pasal 33 

(l) Dalam jangka wakt 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan Pajak 

diterima, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan 

cputusan atas kcberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangan dalam 

Surat Keputusan Keberatan 

(2) Surat Keputuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat bcrpa menerima 

scluruhnya atau scbagian menolak atau menambah besarnya pajak yang 

terutang 

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (l} telah lewat dan 

Kcpala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tdak mcmbcrikan jawaban, maka 

eberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan 

(4j Keputusan keberatan zidak mengbilangkan hak Wajib Pajak ntuk mengajukan 

pcrmohonan mcngangsur pombayaran 
• 



• 

• 

Pasal 34 

Dalam hal syarat permohonan keberatan memerlukan pemeviksaan lapangan, aka 

• Kepala Darrah atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan petugas untuk 

melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil 

Pererksaan, 

Terhadap surat kcberatan yang tidak mcmcrluan pcmcrisaan lapangan, Kepala 

Daerah, memerintahkan Kepala Badan Pendapatan dapat berkoorinasi untuk 

mendapatkan masukan dan per~mbangan atas keberatan Wajib Pajak dan 

hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasit Koordinasi Pembahasan Keberatan 

Pajak. + 

Pasal 35 

( l )  Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hsi Koordinasi 

Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksuc dalam Pasat 34, Kepala 

Badan membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimnbangan dan penilaian 

terhadap keberatan Wajib Pajak 

(2) Berdasarkan telaahan staf scbagaimana dimaksud pada ayat (), Kepala Daerah 

menerbitkan Surat Keputusan Merolak mengabulkan seluruhnya atau sebagian 

permohonan kcberatan Wajib Pajak 

Pa6al 35 

tl) Kepala Dacrah, atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat 

Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, 

kesalahan hitung dan/atau kckelrua dalam enerpan keten\an peraturan 

perundang- undangan yang berlaku 

(2) Permohonan pemberulan sebagaimana dimaksud padu ayat, t) harus 

disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daernh atau Pejabat 

yang ditunjuk seambat-lambatnya 3O (tga puluh} hari scjak tanggal ditcrimanya 

Sura Keputusan Keberatan dengan membenkan alasan yang jelas 

Bagian kedua 

Keringanan dan pembebasan Pajak 

Pasal 37 

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembcbasan Pajak 

Hotel kepada Kepala Daerah 

(2i Permohonan pengurangan, eringanan atau pembebasan payak harus diajukan 

ccara tertuhis dengan mcnggunakar Bahasa Indoncsia sort melampirkan 

[otocopy Kartu Tanda Penduduk at@u cnttas pcrmohonan fotocopy Surat 

Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas 



(3) Atas permobonan pengurangan, kcringaran tau pembcbasan pajak, Kcpala 

Badan atas nama Kepala Daerah melakukan penehtan mengenai berkas 

permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

(4] Atas tclaahan dan pertimbangan dari Kepala Badan, Kepala Daerah menerbitkan 

Surat Keputusan Menolak, mcngabulkan seluaruhnya atau scbagan keberatan 

Wajib Pajak 

Pasal 38 

Atas permohonan pengurangan sebagaimana imaksud dalam Pase] 37 ayat (3) 

dibcrikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dopat memberikan 

pengurangan pajak untk setinggr ingginya 50% [lira pualu persen) dari pokok 

payak 

Pasal 39 

(I) Permohonan kernganan pajak sebagaimana diraksud dalam Pasal 37 ayat (lJ 

diberikan oleh Kpala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berupa pemberian 

angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak 

erutang. 

(2 Pemberian keringanan pajak sebagairmana dimaksud pada ayat (I) diberikan 

berdasarkan pertimbangan keadaan terentu yang dialomi Wajb Pajak. 
• 

Bagian ketg 

Banding 

Pasat 40 

f) Wajib Pajak dapat meng«jukan permohonan banding kcpada Pengadilan Pajak 

terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh cpala Daerah 

02) Permohonan sebagaimana diraksud pada ayat (l+ diajukan secara tertulis dalarn 

Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 

(ga) bu'an sejak Keputusan Kcberatan diterima dengan dilampirkan salinan 

surat keputusan tersebut 

(3) engajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 

pelaksanaan penagihan pajak. 

Pasal 4 l  

(I Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (san) Surat Bancdmng 

(2 Wajib Pajak dapat mcngajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan 

Pajak 

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat [2I, dihapus dari Daftar 

Scngkcta dcngan 



• 

a. Penetapan Ket.a dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan sebelum 

sidang dilaksanakan; 

h. Purasan majelis hakim/hakim nunggal melali pemeriksaan dalam Surat 

Pernyvataan Pencabutan diajukan dalam sitang atas persetujuan terbanding 

Pasal 42 

Se lai n dari pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l ,  dalam hal banding 

hanya dapat diajukan apabila jurlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar 

sebesar S0% (lira puduh persen) 

B3AB X 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN 

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 43 

fl) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya da pat 

membetulkan suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDL, yang dalam 

penerbitannya terdapat kepalaban tulis, kesalaban hitung dan/atou kckeliruan 

penerapan Peraturan Daerah 

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKDKBT ata $TDD atas permohonan Wajib 

Pajak sebagaimana diraksud pada ayat (I) dilakukan sebagai berikut; 

Permohonan diajukan kcpada Kcpala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk 

dalam jangka waktu 3 (tiga] bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat dipenubi 

arena keadaan diluar kekuasaannya, 

b. Terhadap SKPDKB, SKPDKBT ataa STD yang akan dibctulkan baik karena 

jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak atas kosalahan hiturg an/atau 

kekeliruan dalam penerapan Perturan Daerah 

c. Apabila dari hasil ponchitian scbagaimana dimaksud pada buruf o ternyata 

terdapat kesalahan hitung dan/atau kckeliruan dalam penerapan Peraturan 

Daerah maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan 

sebagairana mestinya, 

d Pembctulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD scbagaimana dimaksud pada 

huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan 

Ketetapan Pajak atau SKPK oleh Kepala Daerah, 

e. Surat Keputusan Pembctulan Kctctapan Pajak sebagamana dimaksud pada 

huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lamba 3 (tiga) hari 

kerja sejak diterbitkan, 

23 



Surat Keputusan Pembetulan Ketctapan Pajak harus dilunas. dalam jangka 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjak diterbutkan, 

g Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak maka 

SKPDKB, SKPDKBT atau STD semula dibatalkan dan drsupan sabogai arsip 

dalam administrasi per pajakan, 

h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebaga arsip 

sebagaimana dimaksud pada huruf g. harus diberni tanda silang dan paraf 

j serta dicanumkan kata " Dibatalkan, 

• Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera 

menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan $KPDKB, $K9DX3T 

atau STPD 

asal «9 

() Kepala Daerah, atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau 

menghapus sanksi administrasi bcrupa bunga, denda dan / atau kenaikan pajak 

yang teruatang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 

Pajak atau bukan karena kesalahannya 

2) Pengurangan atau penghapusar sanksi administrasi berupa banga, denda dan 

enaikan pajak terutang sebagaimana dima'sud pada ayat th), dapat dilakukan 

erhadapt 

e. Sanksi administrasi bcrupa bunga discbabken keterlambatan pcmbayaran 

pada Masa Pajak, 

b. Sanksi administrasi berupa bungo, dendo dan/atau kenaikan pajak dlam 

Surat Ketctapan Pajak Da±rah 

(3) Tata cara penguarangan atau pongbapusan sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda discbabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut; 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara 

teruhis kepada Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 

paling lama T (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, 

kecuahi apabila Wajib Pajak dapat menunjukan jangka wakt tersebut tidak 

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, 

b. Surat permohonan sebagaimana dimasud pada huruf a hars 

encantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajio Faja 

atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang tclah diisi dan 

ditandatangani Wajib Pajak, 

c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepada Daerah atau Pejabat yang 

ditnjuk 



• 

l) Mencrbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 

atau, 

2) Menulis catatan/keterangan pada saran a pembayaran SSPD yang 

monerengian bahwa pokok payak dibayar beserta sanksi administrasi 

berupa bunga sebasar 2% [dua persecn) perbulan untuk kemudian 

ibubuhi tanda tangan Kcpala Daerah sclanjutnya menerbitkan STPD 

yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) 

dimaksud. 

Terhadap permohonan yang diserjui atau karcna jabatan bcrdasarkan alasan 

yang dapat diterima, Kepala Daerah mengurangkan atau menghapus sanksi 

administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada Masa 
Pajak dcngan cara menuliskan catotan/keterangan pada sarana pembayaran 
sSPD yang ditandatangam Kepala Dacrab; bahwa sanksi tersebut 
dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas 

Kcpala Badan; 
e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dala waktu I x 24 jsatu kali dua 

puluh empat) jam sejyak disctuuinya permohonan tersebut pada huruf d, 

f. Terhadap permohonan yang dito lak, Kepala Daerah atau Pejabat yang 

ditunjuk 

I) Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa 

sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (ua persen) per bulan untuk 

kcmudian dibubuhi tanda tangan den noms jelas Kcpalo Daerah ata 

Pejabat yang ditunju; 
2) Menerbitkan 9TPD atas pcngenaan sanksi bunga terse but 

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga enda 
dan/ atau kenaikan pajak dalam Surat Ketecapan Pajak @tau Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebaga 

berikut 
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepaa Kepala Daerah 

atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu (empat) bulan sejak Surat 
Ketetapan Pajak diterima olch Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 

renunjukan bahwa jangka wait tersebut tda dapat dipenuhi karena 

keadaan diluar kekuasaannya; 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencatumkan 

alasan yang jelas serta melampirkan 

) Surat Pernyataan ekhiiafan Wajib Pajak atau bukan arena 

kcsalahannya, 



2) Surat ketetapan Pajak yarg mcnctapkan adanya kenaikan pajak terutang 

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

Kepala Badan atas nama Kepala Daerah segera melakukan penelitian 

administrasi tcntang kcbcnaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat [ baruf b 

(6) Terbadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, 

penilitian adm.mistrasi dilakukan sesuai dengan permintaan Ktpala Daerah atas 

i usulan dari Pejabat yang ditunjuk. 

(7) Atas dasar hasil penelitian administrasi scbagaimana dirraksud pada ayat (5) 

tau ayat (6), Kepala BHadan Pencapatan Daerah mnembuat tclaaban pertimbangan 

atas pcngurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mcndapatkan 

persetujuan atau penolakan dari Kepala Daeran 

(8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {7) disetujui 

caka Kepala Daerah memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi becrupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak tcrutang yang 

tercantum dalam Surat ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah(STPD) 

yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkar. Surat Keputusan Pengurangan 

dan Penghapusan Sanksi Administrasi scbaga peogganti Surat Ketetapan Pajak 

«tau Surat Tagihan Pajak Daerah (STD) serrula, erta ditandatangani oleh 

Kepala Daerah. 

(9) Dalam hal tetaaban pertimbar.gan scbagaimana dimaksud pada ayat [8) ditolak 
• 

maka Kcpala Daerah menerbitan Surat Kcputsan enolakan Pengurangan dan 

Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Ktpala Daerah dan 

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hart setelah 

menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, 

BAB XI 

PENGEMBALIAN KELE8IMAN PEMBAYARAN 

Pasal 45 

(I] Wajib Pajak dapat mengajukan permohor.an pengembalian atas kelebihan 

pembayaran pajak kepada Kepala Daerah 

(22} Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada oyat lJ 

disebabkan adanya kclcbihan pcmbayaran pajal yang telah disctorkan ke Kas 

Daerah atau endahara Penerimaan Badan Pendapatan Dacrah berdasaran t 

n. Perhitungan dari Wajib Pajak, 

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan 

dan Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan etau Penghapusan Sanksi 

Administrasi; 



c Puusan anding atau Putusan Peninjauan erbali, 
d Kebijakan pemberian pengurangan, eringanan dan/atau pembebasan pajak 

berdasarkan ketcntuan pcraturan perundang-undangan 

3) Aas permohonan Wajib Pajak sebagaimama dimaksud pada ayat (I) ,  Kepala 

Dacrah menunjuk Kepala Badan segera mengadakan penclitian atau 

pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan 

kewajiban pembayaran Pajak Dacrah oleh Wajib Pajak 

/ Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I] ,  Kepala Daerah 

dalam jangka waktu paling lama 3 {tga) bulan sejak diterimanya permohonan 

harus memberikan keputusan 

[5) Kclebihan pembayaran Pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada 

Wajib Pajak ata penanggung pajak mclatui rcsttusi dengan cara 

a. Wajib Pajak atau penanggung pajak mengajutan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) secara tertuhis yang dibubuhi matrai cuup, 

paling lambat 3 (tiga} Dulan sejak saat tmbulnya kelebihan pembayaran 

pajak, dengan melampirkan dokumen 

I) Identtas penduduk/KTP pemohon; 

2) 9PTPD antuk Masa Pajak yang menjadi dasar perohonan, 

3) Asli tanda bukt pembayaran pajak; 

4) Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak. 

b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak 

Dacrah Lebih Baya (SKPDLB), Kepala Darrah atau Pejabat yang ditunjuk 

mcnerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah dan Surat 

Perintah Membayar Uang (SPML) 

c. Kas Daerah mengembahikan kelebihan pembayaran pajak sesumi Surat 

Perintah Membayar Jang (9PMU) 

(6) Apabila Wajib Pajak mempunya uiang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 

pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahlu utang pa)akK 

terse but 

(7) Apabla kelebihan pernbayaran pajak diperhitungkan dcngan utang pajak lamnnya 

scbagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dilakukan dcngan cara 

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga beriaku sebagai bukti 

pembayaran 



BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
aornetaporang mengetahuinya, memerinuhkan pengurdangan Perauuran Bupat ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Maluku Tengan 

Dndangkan di Masohi 

pada tanggal 2% Mt 

[ PENNA8AT SE,RETARIS 
f MALUKU TENOAH, 

Diet plan di Masoti 

-- tanggat 2( Met 2018 

MALUKU TENA, J 
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